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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Contoh: 

 kataba  كَتبَََ -

 fa`ala  فعََلََ -

 suila  سُئِلََ -

 kaifa  كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

       Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahَdan ya Ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ..

atau ya 

Ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..
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Contoh: 

 qāla  قَالََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلََ -

 yaqūlu  يقَوُْلَُ -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”; 

2. Ta’ marbutah mati yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”.\; 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan 

“h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl    رَؤْضَةَُالأطَْفَالَِ -

رَةَُ - الْمُنوََّ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul     الْمَدِيْنَةَُ

munawwarah 

 talhah           طَلْحَةَْ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 
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Contoh: 

لََ -  nazzala    نَزَّ

 al-birr    البِرَ  -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang 

itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu; 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلَُ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الْجَلاَلَُ -
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إِنََّ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنََ - َاللهََفهَُوََخَيْرَُالرَّ -Wa innallāha lahuwa khair ar  وََإِنَّ

rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمَِاللهَِمَجْرَاھَاَوََمُرْسَاھَاَ -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َِالْعَالمَِيْنََ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدَُللهَِرَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمَِ - حْمنَِالرَّ   Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān   الرَّ

ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ اللهَُ - غَفوُْر    Allaāhu gafūrun rahīm 

َِالأمُُوْرَُجَمِيْعًاَ -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  لِِل 

jamī`an 
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J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

 

“Jika Bukan Karena Allah yang Memampukan, Aku Mungkin Sudah 

Lama Menyerah” 

 

 “Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah adalah Benar" 

(Q.S Ar - Rum: 60) 
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ABSTRAK 

 

Wulan Krismawati, NIM. 1521043, 2026,“ Politik Hukum 

Pengkuan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rancangan Undang 

– Undang Masyarakat Hukum Adat ”, Skripsi Program Studi 

Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

(UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. 

Achmad Muchsin, S.H.I,M.Hum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum 

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) dalam 

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) 

serta menganalisisnya dalam konteks politik hukum di Indonesia. 

MHA merupakan bagian dari keragaman bangsa yang eksistensinya 

diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan ini 

bersifat bersyarat dan belum diimplementasikan secara efektif.  

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa RUU MHA memberikan kerangka 

hukum yang lebih lengkap untuk menjamin pengakuan atas hak-hak 

MHA, termasuk hak ulayat, kelembagaan adat, dan kebebasan 

berkeyakinan. Namun, tantangan politik dan tumpang tindih 

regulasi menjadi penghambat utama dalam realisasi RUU tersebut.  

Dalam konteks politik hukum, pengakuan terhadap MHA 

belum menjadi agenda prioritas, terbukti dari lambannya 

pengesahan RUU MHA sejak masuk Prolegnas 2012. Oleh karena 

itu, diperlukan komitmen politik dan reformasi hukum yang 

berpihak pada masyarakat adat. RUU MHA diharapkan menjadi 

instrumen yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjamin 

keberlanjutan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. 

 Kata kunci: Politik Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Pengakuan 

Hak, RUU MHA, Perlindungan Hukum. 
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ABSTRACT 

Wulan Krismawati, NIM. 1521043, 2026, “Legal Politics of 

Strengthening the Rights of Customary Law Communities in the Draft 

Law on Customary Law Communities ", Thesis of Constitutional Law 

Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Achmad 

Muchsin, S.H.I,M.Hum 

This study aims to examine the legal construction of recognition 

for indigenous legal communities (MHA) in the Draft Law on 

Indigenous Peoples (RUU MHA) and analyze it within the context of 

Indonesia’s legal politics. Indigenous communities are a vital part of 

national diversity whose existence is acknowledged in Article 18B 

paragraph (2) of the 1945 Constitution. However, such recognition 

remains conditional and has yet to be effectively implemented.  

This research employs a normative legal method with statutory, 

historical, and conceptual approaches. The findings reveal that the 

RUU MHA offers a more comprehensive legal framework to secure 

the recognition of indigenous rights, including communal land, 

customary institutions, and freedom of belief. However, political 

challenges and overlapping regulations hinder its realization.  

In terms of legal politics, recognition of MHA is not yet a 

legislative priority, as seen in the delayed enactment of the bill since 

its inclusion in the 2012 National Legislation Program. Therefore, 

strong political will and legal reform are required to ensure that 

indigenous communities are fully recognized and protected. The RUU 

MHA is expected to become a legal instrument that fosters social 

justice and safeguards the rights of indigenous peoples in Indonesia. 

Keywords: Politics of law, Customary Law Communities, Rights 

Recognition, MHA Draft, Legal Protection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian penting 

dari masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa MHA telah ada dan 

berkembang sebelum terbentuknya wilayah Nusantara sebagai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan masyarakat 

hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 

NRI : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang.” Dimasukkannya MHA dalam UUD 1945 

merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap eksistensi 

MHA.”1 

Masyarakat adat membutuhkan pengakuan sebagai wujud 

diakui eksistensinya di negara. Hal tersebut juga sekaligus wujud 

perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap 

masyarakat adat adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui 

bahwa masyarakat adat tersebut telah siap dan bersedia membangun 

berhubungan dengan komunitas masyarakat lain, pemerintah daerah 

dan pemerintah pusat sebagai perwujudan adanya pengakuan 

 
1Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 21, no. 2 (2014): 227–

50, https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art4. 
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terhadap masyarakat adat.2 Pengakuan hak MHA menjadi penting 

untuk melindungi kepentingan mereka, terutama terkait hak atas 

tanah dan sumber daya alam. Tanpa pengakuan formal, MHA rentan 

terhadap konflik, perampasan tanah, dan pengabaian hak-hak sosial 

ekonomi mereka. Pengakuan ini juga penting dalam menjaga 

keberlanjutan budaya dan identitas mereka. 

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menyatakan 

bahwa ketidakpastian hukum atas keberadaan masyarakat hukum 

adat menyebabkan konflik kepemilikan lahan adat masih terjadi 

seperti terjadi di Sumba Timur di mana tanah yang ada di area hutan 

adat diberikan izin oleh pemerintah untuk perusahaan tebu PT Muria 

Sumba Manis. Hal ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat 

adat dan demonstrasi terus terjadi.3 Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara (AMAN), menyatakan sangat diperlukan pengakuan 

MHA dengan adanya Rancangan Undang-Undang Masyarakat 

Hukum Adat (RUU MHA) karena sampai sekarang masih terjadi 

perampasan tanah leluhur masyarakat adat, kurangnya representasi 

masyarakat adat di dalam birokrasi dan koridor kekuasaan negara. 

Dari sekian banyak pelanggaran atas hak masyarakat adat 

tersebut, RUU MHA merupakan sebuah solusi untuk mengatasi 

semua permasalahan hukum atas hak masyarakat adat tersebut dan 

demi mencapai kepastian hukum atas keberadaan masyarakat adat. 

RUU MHA bertujuan untuk memberikan pengakuan dan 

 
2 Damianus Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: 

Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat,” AKSELERASI: Jurnal 

Ilmiah Nasional 4, no. 2 (2022): 21–32, https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553. 
3 Harris Y.P Sibuea, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang 

Masyarakat Hukum Adat,” Info Singkat 11, no. 4 (2019): 1–6. 
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perlindungan terhadap hak-hak MHA. RUU ini diharapkan menjadi 

instrumen hukum yang dapat menjamin hak atas tanah, akses 

terhadap sumber daya, serta penghormatan terhadap kearifan lokal. 

Melalui RUU ini, diharapkan ada sinergi antara hukum nasional dan 

hukum adat yang mendukung kesejahteraan masyarakat adat.4 

Meskipun RUU ini menawarkan harapan, tantangan dalam 

implementasinya masih signifikan. Kepentingan politik, ekonomi, 

dan sosial yang beragam sering kali menghambat proses pengakuan 

hak masyarakat adat. Selain itu, ketidakpastian hukum dan 

kurangnya pemahaman tentang hukum adat di kalangan masyarakat 

dan pemerintah menjadi hambatan dalam realisasi RUU ini. 

Pengakuan hak MHA dalam RUU ini adalah langkah penting 

untuk menghormati dan melindungi identitas serta martabat 

masyarakat adat. Dengan harapan agar model pengakuan MHA 

sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan modern, penelitian ini 

dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang undangan, 

Historis, dan pendekatan Konseptual yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. Sebagai negara yang berlandaskan pluralisme hukum, 

Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk 

kemajemukan dan keanekaragaman. Pancasila, sebagai dasar politik 

hukum di Indonesia, harus menjadi acuan dalam berpikir, sumber 

nilai, dan orientasi untuk menentukan arah pembangunan politik 

hukum di negara ini. Namun, pengakuan hak terhadap MHA di 

Indonesia masih sangat lemah dan belum memenuhi harapan.  

 
4 Ade Bagus Saswoyo and dan Margo Hadi Pura, “Urgensi Pengundangan 

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sebagai Bentuk Kesetaraan 

Warga Negara,” Jurnal Suara Hukum 5, no. 1 (2023): 19–43. 
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Pengakuan bersyarat oleh negara menempatkan masyarakat hukum 

adat dalam posisi dilematis yang dapat mengancam keberadaannya.  

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum 

Adat Di dalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum 

Adat? 

2. Bagaimana Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum 

Adat Didalam Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum 

Adat  Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum 

Adat di dalam Rancangan Undang-Undang  Masyarakat Hukum 

Adat. 

2. Untuk Menganalisis Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat 

Hukum Adat di dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat 

Hukum Adat Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran mengenai arah kebijakan hukum nasional dalam 

melakukan unifikasi atau harmonisasi hukum, Menjadi 

referensi ilmiah dalam mengkaji bagaimana negara 

mendefinisikan “Pengakuan” terhadap subjek hukum non 

negara. 

Hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam 

pendidikan hukum,  meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem 
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hukum nasional. Penelitian ini dapat memberikan kerangka 

teoritis yang lebih jelas mengenai politik hukum dan bagaimana 

kebijakan publik dapat memengaruhi hak masyarakat hukum 

adat. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah): 

Sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam 

menyempurnakan draf RUU Masyarakat Hukum Adat, 

khususnya terkait mekanisme pengakuan hak agar lebih 

aplikatif dan tidak sekadar bersifat administratif. 

b. Bagi Masyarakat Hukum Adat: Memberikan pemahaman 

dan argumentasi hukum mengenai urgensi perlindungan 

hak-hak mereka, baik hak atas tanah ulayat, identitas budaya, 

maupun hak pengelolaan sumber daya alam. 

c. Bagi Praktisi dan Aktivis Hukum: Menjadi referensi dalam 

melakukan advokasi kebijakan atau pendampingan hukum 

terkait sengketa wilayah adat yang sering kali terjadi akibat 

kekosongan regulasi yang komprehensif. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi landasan atau data 

sekunder bagi peneliti lain yang ingin mendalami isu 

perlindungan hak kelompok minoritas atau studi 

perbandingan hukum adat di masa depan. 

E. Kerangka Teori  

1. Teori Politik Hukum 

 Dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” Miriam 

Budiardjo mengatakan pada umumnya politik (politics) diartikan 

sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik 
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(suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari 

sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan 

keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi 

tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa 

alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan itu 

perlu ditentukan kebijaksanaan umum menyangkut peraturan dan 

pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.5Untuk 

melaksanakan kebijaksanaan umum tersebut dibutuhkan 

kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang dipakai 

untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik. 

 Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum 

adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan 

dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum 

dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena 

politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang 

seharusnya berlaku.6 

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah ”legal policy 

atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan 

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun 

dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan 

Negara”.7 Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan 

 
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ed. Pagut Lubis (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2007). 
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996). 
7 Moh Mahfud, Membangun Politik Hukum,Menegakkan Konstitusi, Kharisma P 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). 
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tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan 

tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan 

yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara 

seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahfud MD juga 

menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal 

policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh 

pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang 

berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi 

hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan 

pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk 

penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.8 

 Teori Politik Hukum adalah suatu bagian dalam kajian 

ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik 

dan ilmu hukum. Moh. Mahfud MD, menganggap politik hukum 

masuk dalam disiplin ilmu hukum. Politik hukum ini mencakup 

pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan 

terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, 

termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para 

penegak hukum.9 Dari pengertian diatas Teori Politik Hukum ini 

penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan 

dinamika politik mempengaruhi pengakuan hak masyarakat 

 
8 Priscila Yunita Erwanto, “Teori Politik Hukum Dalam Pemerintahan Indonesia,” 

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 6 (2022): 15–19, 

https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/673%0Ahttps://aksiologi.org/

index.php/courtreview/article/download/673/501. 
9 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998). 
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hukum adat. Ini juga mencakup analisis mengenai siapa yang 

memiliki kekuasaan dalam proses legislasi dan bagaimana suara 

masyarakat hukum adat dapat diakomodasi.     

2. Teori Hak Asasi Manusia Menurut UU No. 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia  

 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia; Pelanggaran hak 

asasi manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok 

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak 

disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 

manusia seseorang atau  kelompok orang yang dijamin oleh 

Undang-undang dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 

tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 

berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hak dan 

kebebasan yang diatur dalam Undang-undang dan dapat dibatasi 

oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 

menjamin pengakuan hak dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban 

umum, dan kepentingan bangsa.10 

 
10 “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia” 1999, no. 

November (1999): 1–3. 
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 Dalam undang – undang tentang Ham Pengakuan tentang 

hak asasi terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam 

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, 

perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat 

harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum 

masyarakat, dan Pemerintah.  

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk 

hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan 

perkembangan zaman. 

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak 

masyarakat hukum adat, maka setiap warga 

masyarakat/kelompok dapat mengajukan laporan dan pengaduan 

lisan maupun tertulis kepada Komnas HAM.11 

 Hak asasi manusia telah menjadi pembahasan sehari-hari 

dan telah digunakan masyarakat umum. Hak merupakan unsur 

normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku dan 

melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya 

peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. 

MHA memiliki hak untuk mempertahankan dan melestarikan 

identitas budaya mereka, termasuk bahasa, tradisi, dan praktik 

sosial. Pengakuan hak ini penting untuk menjaga keberagaman 

budaya dalam konteks global. Sering kali, MHA menghadapi 

 
11 Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum 

Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya,” Masalah-Masalah Hukum 40, no. 3 (2011): 375–

83. 
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diskriminasi dari pihak luar, termasuk pemerintah, yang dapat 

menghambat pengakuan hak mereka.12 

 Teori hak asasi manusia memberikan dasar yang kuat 

untuk pengakuan hak MHA. Dengan mengintegrasikan prinsip-

prinsip HAM dalam pengaturan hukum dan kebijakan publik, 

diharapkan hak-hak masyarakat hukum adat dapat diakui dan 

dilindungi secara efektif. Ini tidak hanya mendukung 

keberagaman budaya, tetapi juga menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. 

3. Konsep Hukum Adat 

 Hukum adat pada dasarnya merupakan  sebagian dari adat 

istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. 

Sehubungan dengan itu dalam penelaahan hukum adat harus 

dibedakan antara adat istiadat (non-hukum) dengan hukum adat, 

walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena kaitan 

yang erat di antara keduanya.13Hukum adat  merupakan 

seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku 

di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa 

Belanda gewoonte, sedangkan istilah adat berasal dari istilah 

Arab yaitu adah yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah 

kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu 

kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu 

dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi 

 
12 Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, “Landasan Teori 

Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” Jurnal Justisia : Jurnal 

Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2019): 205, 

https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929. 
13 Himan Hadikusuma, Buku Ajar Hukum Adat, 1983.  



 
 

11 
 

 
 

pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau 

dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di 

Indonesia.14  

 Menurut Soepomo, Hukum adat adalah hukum yang hidup 

karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hukum adat 

merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan 

perwujudan dari kebutuhan hidup yang nyata serta salah satu cara 

pandang hidup yang secara keseluruhannya merupakan 

kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.15 

Hukum adat itu sendiri mencakup dua unsur utama, yaitu idiil dan 

riil. Unsur idiil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasa 

manusia. Adapun unsur riil mencakup aspek-aspek yang 

berkaitan dengan manusia. Dari hukum adat akan munsuk konsep 

tentang hukum adat, Pada dasarnya hak dapat dikatakan sebagai 

hak-hak atas tanah atau sumber-sumber agraria yang diberikan 

oleh orang-orang anggota komunitas tertentu yang dijamin oleh 

suatu sistem hukum kebiaasaan ditempat itu atau atau 

sebagaimana diatur oleh adat dan hukum adat yang 

berkesinambungan. Kosepsi hak-hak ini menjadi mencolok 

daalam kaitanya pentingnya pengakuan hak dari MHA.16 

 
14 Fatahuddin Aziz Siregar, “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya,” Jurnal Al-

Maqasid 4, no. 2 (2018): 1–14, file:///C:/Users/HP/Downloads/Hukum adat 2.pdf. 
15 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV 

PUSTAKA SETIA, 2015). 
16 Sri Hajati et al., Buku Ajar Hukum Adat, ed. Irfan Fahmi (Jakarta: 

PRENADAMEDIA GROUP, 2019). 
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 Konsep hukum adat sendiri memberikan kerangka 

pemahaman yang penting dalam pengakuan hak MHA. Dengan 

mengintegrasikan hukum adat ke dalam RUU, diharapkan hak-

hak MHA dapat diakui dan dilindungi secara efektif. Pengakuan 

ini harus dilakukan dengan memperhatikan keberagaman budaya 

dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat, Oleh karena itu, 

penyusunan kebijakan yang adil dan inklusif, serta harmonisasi 

antara hukum adat dan hukum negara, menjadi kunci dalam 

mewujudkan pengakuan hak masyarakat. 

F. Penelitian yang Relevan  

No. Nama Peneliti, 

Judul 

Hasil Penelitian Persamaan & 

Perbedaan 

1.  Damianus 

Krismantoro, 

(2022) yang 

berjudul 

“Pengakuan Hak 

Masyarakat Adat 

Atas Tanah 

Ulayat: Analisis 

Hubungan Antara 

Hukum Nasional 

Dan Hukum 

Adat”17 

Dapat disimpulkan 

bahwa hubungan 

antara hukum negara 

dan hukum adat 

dalam konteks agraria 

dan pertanahan tidak 

sejalan dengan 

semangat bangsa 

serta filosofi hukum 

yang ada. Selain itu, 

perkembangan 

peraturan formal di 

bidang pertanahan 

belum menunjukkan 

keselarasan dalam 

penerapannya. 

Penetapan hak atas 

tanah yang hanya 

mengandalkan 

sertifikat yang 

Sama-sama mengkaji 

hubungan antara 

hukum nasional dan 

hukum adat terkait hak 

atas 

tanah/ulayat.Penelitian 

Damianus berfokus 

pada analisis sektoral 

(agraria/BPN), 

sedangkan penelitian 

ini berfokus pada 

politik hukum 

pembentukan regulasi 

(RUU MHA) secara 

komprehensif. 

Damianus 

menggunakan metode 

empiris/sosiologis di 

bidang agraria, 

 
17 Krismantoro, “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis 

Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat.” 
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diterbitkan oleh BPN 

belum memenuhi 

harapan masyarakat 

hukum adat, karena 

kebijakan ini belum 

mencakup 

mekanisme 

perlindungan bagi 

objek hukum MHA. 

sedangkan peneliti 

menggunakan 

penelitian Normatif. 

Kajian ini 

menggunakan Teori 

Relasi Hukum, 

Peneliti menggunakan 

Teori Politik Hukum. 

2.  Sukirno, (2011) 

yang berjudul 

“Politik Hukum 

Pengakuan 

Negara terhadap 

Masyarakat 

Hukum Adat dan 

Hak-Hak 

Tradisionalnya”18 

Politik hukum 

pengakuan negara 

terhadap MHA pada 

masa demokrasi 

terpimpin, Orde baru, 

hingga reformmasi 

dilakukan secara hati-

hati dengan 

memberikan empat 

syarat sebagaimana 

diatur dalam UUPA, 

UUD NRI 1945, dan 

UU kehutanan, UU 

perkebunan. 

Sehingga karakter 

produk hukumnya 

dikatakan mmasih 

belum responsif  

karena belum 

mengacu pada kaidah 

penuntun pancasila, 

dan belum 

mengakommodir 

aspirasi MHA serta 

instrumen hukum 

internasional. 

Sama-sama 

menggunakan Teori 

Politik Hukum dalam 

melihat pola 

pengakuan negara 

terhadap MHA. 

Penelitian Sukirno 

memotret sejarah 

politik hukum dari 

masa ke masa (makro), 

sementara penelitian 

ini fokus pada 

substansi RUU MHA 

yang sedang berjalan 

(mikro/progresif). 

Perbedaan pada 

Tujuan penelitian, 

Tujuan Penelitian ini 

adalah  Memetakan 

sejarah pengakuan, 

sedangkan Tujuan dari 

peneliti untuk 

bertujuan 

menganalisis 

hambatan politis RUU. 

 

 
18 Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum 

Adat Dan Hak-Hak Tradisionalnya.” 
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3. Muhammad 

Dahlan, (2019), 

yang berjudul 

“Rekognisi Hak 

Masyarakat 

Hukum Adat 

dalam 

Konstitusi”19 

Disimpulkan bahwa 

tidak satupun dari 

Konstitusi yang 

pernah berlaku di 

Indonesia secara 

penuh memberikan 

pengakuan dan 

perlindungan 

terhadap hak MHA 

dan implementasi dari 

Konstitusi tersebut 

yang memenuhi 

klasifikasi rekognisi 

hak MHA secara 

penuh. Format 

rekognisi bersyarat 

yang ditempuh 

Indonesia sekarang 

justru menimbulkan 

kendala bagi 

pemenuhan hak MHA 

karena sifat yang 

tidak memaksa 

negara untuk 

memenuhi lima 

klasifikasi rekognisi 

hak MHA.  

Sama-sama mengkaji 

konsep "Rekognisi" 

(pengakuan) sebagai 

isu sentral dalam 

perlindungan hak 

MHA. Dahlan 

berfokus pada tatanan 

konstitusional (UUD 

1945), sedangkan 

penelitian ini berfokus 

pada kebijakan 

legislasi di tingkat 

Undang-Undang 

(RUU MHA). Dahlan 

menggunakan 

Pendekatan 

perbandingan 

konstitusi, Peneliti 

menggunakan 

pendekatan 

perundang-undangan 

(Statute Approach). 

4. Darwin Ginting ( 

2023 ), yang 

berjudul “Politik 

Hukum Agraria 

Terhadap Hak 

Ulayat 

Masyarakat 

babwa arah kebijakan 

hukum (legal policy) 

agraria nasional pada 

era reformasi 

berkenaan dengan 

hak ulayat 

masyarakat bukum 

Sama-sama mengkaji 

prospek hak ulayat di 

bawah payung 

konstitusi Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945. 

Ginting menekankan 

pada aspek 

riset/pembaharuan 

 
19 Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam 

Konstitusi,” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2019): 187–217, 

https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217. 
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Hukum Adat Di 

Indonesia” 20 

adat tetap pada 

kebijakan pluralisme 

bukum sebagaimana 

yang diamanatkan 

dalam konstitusi 

khususnya Pasal 18B 

ayat (2) UUD 1945 

yang menegaskan: 

''Negara mengakui 

dan menghormati 

kesatuan-kesatuan 

masyarakat bukum 

adat beserta bak-hak 

tradisionalnya 

sepanjang masih 

hidup dan sesuai 

dengan 

perkembangan 

masyarakat dan 

prinsip Negara 

Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur 

dalam undang-

undang. Prospek hak 

ulayat masyarakat 

hukum adat dalam 

meqghadapi terpaan 

globalisasi masih 

perlu dipertahankan 

melalui cara 

mengkombainnya 

dengan upaya 

pembaharuan hukum 

lewat penelitian 

hukum agraria, 

sementara penelitian 

ini menekankan pada 

analisis politik hukum 

legislasi RUU MHA. 

Metode yang dipakai 

adalah Normatif 

dengan fokus pada 

sinkronisasi vertikal, 

Sedangkan Peneliti 

fokus pada 

sinkronisasi horizontal 

antar lembaga. 

 

 
20 Darwin Ginting, “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat 

Hukum Adat Di Indonesia,” Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 

2, no. 1 (2023): 71–79, https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890. 
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(riset) tentang ada 

tidaknya hak ulayat 

masyarakat hukum 

adat di setiap daerah. 

5. Zayanti, 

Mandasari, 

(2014), yang 

berjuduk “Politik 

Hukum 

Pengaturan 

Masyarakat 

Hukum Adat 

(Studi Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi)” 21 

Mahkamah 

Konstitusi 

mempertegas Pasal 

18B UUD 1945, 

bahwa masyarakat 

hukum adat dalam 

penguasaan hak 

ulayat merupakan hak 

tradisional yang tidak 

dapat dibatasi oleh 

peraturan 

perundangundangan 

karena hak-hak 

tradisional 

masyarakat hukum 

adat yang seharusnya 

dinikmati secara 

turun temurun 

Sama-sama membahas 

politik hukum 

pengaturan MHA dan 

penguatan hak-hak 

tradisional. Mandasari 

menitikberatkan pada 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi sebagai 

sumber analisis, 

sedangkan penelitian 

ini fokus pada draf dan 

proses legislasi RUU 

MHA. Metode: Studi 

Kasus (Putusan MK), 

Peneliti Studi 

Dokumen (Draft 

RUU). Dengan 

perbedaan tujuan 

Tujuan: Menjelaskan 

tafsir MK, Peneliti 

bertujuan membedah 

isi pasal-pasal dalam 

draf RUU. 

 

 

 

 

 
21 Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi 

Putusan Mahkamah Konstitusi).” 
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Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada fokus objek materialnya. Jika penelitian 

sebelumnya banyak berfokus pada sektor agraria, putusan MK, 

atau tataran konstitusi secara umum, penelitian ini secara spesifik 

membedah Politik Hukum dalam RUU Masyarakat Hukum Adat. 

Peneliti ingin melihat bagaimana arah kebijakan negara dalam 

menjawab kebuntuan pengakuan bersyarat yang selama ini 

dikritik oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, 

didalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah 

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. 

Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan 

perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan 

dengan MHA. Dengan cara mengkaji RUU MHA secara 

mendetail dan meneliti dokumen resmi pemerintah serta hasil 

riset terkait. Tujuannya Untuk memahami dasar hukum dan 

norma yang mengatur pengakuan hak MHA dalam RUU. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-

undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Historis. 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan Perundang undangan dilakukan dengan menelaah 

semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani serta memahami 

adanya hierarki dan asas asas dalam peraturan perundang 

undangan. Suatu penelitian normatif tentu harus 
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menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang 

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 

fokus penelitian.22 Dengan menelaah atau menganalisis 

Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan penulis 

teliti. Yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum 

Adat. 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang 

memberikan sudut pandang analisa penyelesaian 

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek 

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau 

bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-

konsep yang digunakan.23 Dengan pendekatan konseptual ini, 

akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

hubungan antara politik hukum dan pengakuan hak 

masyarakat hukum adat, serta kontribusi potensialnya dalam 

menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. 

c. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Pendekatan historis adalah pendekatan yang didasarkan pada 

sejarah. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan 

sejarah, akan lebih memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan penelitian yang lebih objektif, karena seorang 

peneliti akan lebih memahami sebeluk-beluk hukum yang 

 
22 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017). 
23 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2007). 
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diteliti. Dalam penelitiannya akan diperoleh data-data sejarah 

hukum yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya (sejarah 

perundang-undangan) maupun sejarah penetapan peraturan 

perundang-undangan. Membantu Peneliti dalam memahami 

jiwa dari sebuah peraturan tersebut yaitu dalam penelitian ini 

membahas mengenai Rancangan Undang Undang Masyarakat 

Hukum Adat (RUU MHA). 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 

2) Rancangan Undang – Undang  Masyarakat Hukum Adat 

Tahun 2009 

3) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia 

4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

5) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan  

6) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

7) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang 

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang 

sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dapat 

digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum 

primer, mendefinisikan kata dan frasa hukum, atau 
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membantu dalam penelitian hukum. bahan hukum yang 

terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang 

berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum, 

yurisprudensi.24 

c. Bahan Hukum Tersier  

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atau petunjuk terkait dengan bahan hukum primer 

dan sekunder. Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang 

digunakan penulis sebagai berikut:  

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan 

identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan 

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.25 

Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 

mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun 

penelusuran melalui media internet yang ada kaitanya dengan 

Politik Hukum Pengakuan Hak MHA dalam RUU MHA. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, 

mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuaat suatu 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014). 
25 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2001). 
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kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan 

bantuan kajian pustaka26. Penelitian ini menggunakan analisis 

preskriptif yaitu metode analisis memberikan justifikasi tentang 

obyek yang diteliti apakah benar atau salah sesuai dengan hukum.  

H. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sitematis dan konsisten 

tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian 

yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II yaitu landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu 

Teori politik hukum, Teori Hak Asasi Manusia menurut UU No. 39 

Tahun 1999, dan Konsep Hukum Adat.  

BAB III yaitu hasil penelitian yang membahas Konstruksi Hukum 

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Didalam Rancangan Undang 

Undang Masyarakat Hukum Adat  

BAB IV yaitu analisis Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat 

Hukum Adat Didalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat 

Hukum Adat Dalam Konteks Politik Hukum Di Indonesia. 

BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari 

keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang lebih baik dari penilitian ini. 

  

 
26 Ratna Artha Windari, Pengantar Hukum Indonesia, 1st ed. (Depok: PT Raja 
Grafindo Persada, 2017). 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta teori yang 

digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan : 

1. Konstruksi hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam 

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat 

merupakan respons atas kebutuhan mendesak untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, identitas, 

dan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini 

terpinggirkan dalam sistem hukum nasional. RUU ini dirancang 

tidak hanya sebagai bentuk formalitas hukum, melainkan 

sebagai manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. 

Dalam RUU ini, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat 

mencakup berbagai aspek penting, seperti pengakuan atas 

wilayah adat, hak ulayat, kelembagaan adat, hukum adat yang 

hidup dan berkembang, serta hak-hak sosial budaya dan 

ekonomi mereka. 

Namun, konstruksi pengakuan ini tidak bersifat mutlak, 

melainkan disertai prasyarat-prasyarat administratif dan 

substantif yang harus dipenuhi, seperti keberadaan masyarakat 

hukum adat yang masih hidup, adanya sistem nilai dan hukum 

adat yang masih dijalankan, serta keberadaan wilayah adat yang 

jelas. Proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah 

melalui mekanisme tertentu, dan hal ini menunjukkan bahwa 
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pengakuan masih sangat tergantung pada kebijakan dan 

keberpihakan negara. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan 

adanya upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara 

hukum adat dan hukum nasional, agar tidak menimbulkan 

pertentangan dalam sistem hukum yang berlaku. 

Secara umum, konstruksi hukum dalam RUU MHA mencoba 

menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum 

yang memiliki kedudukan sejajar dengan entitas hukum lainnya. 

RUU ini memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat 

hukum adat untuk diakui sebagai komunitas yang berdaulat 

secara sosial dan kultural, serta memiliki hak penuh atas sumber 

daya yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, RUU ini 

diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam 

mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum 

adat secara menyeluruh dan berkeadilan. 

2. Konstruksi hukum pengakuan masyarakat hukum adat dalam 

RUU MHA jika dilihat dari perspektif politik hukum di 

Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang cukup kompleks. 

Secara normatif, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat 

memang sudah memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang 

kuat, baik dalam UUD 1945 maupun dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan sektoral seperti UU tentang Hak Asasi 

Manusia, UU Kehutanan, dan UU Desa. Namun, dalam 

praktiknya, politik hukum nasional masih belum sepenuhnya 

berpihak kepada masyarakat hukum adat. Hal ini tercermin dari 

lambatnya proses legislasi RUU MHA, yang meskipun telah 

masuk Prolegnas sejak tahun 2012, hingga kini belum disahkan 
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menjadi undang-undang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

keberpihakan politik terhadap masyarakat hukum adat belum 

cukup kuat untuk menghadirkan perlindungan hukum yang 

efektif dan komprehensif. 

Selain itu, politik hukum di Indonesia masih cenderung 

sentralistik dan elitis, yang lebih mengedepankan kepentingan 

ekonomi dan investasi ketimbang keberlanjutan hidup 

masyarakat adat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat 

hukum adat, kriminalisasi tokoh adat, dan tumpang tindih 

pengakuan wilayah adat dengan kepentingan korporasi adalah 

bentuk nyata dari lemahnya keberpihakan negara dalam 

menyusun dan menegakkan hukum yang melindungi hak-hak 

adat. Politik hukum yang berjalan cenderung bersifat pragmatis, 

bukan berlandaskan prinsip keadilan sosial dan pluralisme 

hukum. 

Dalam konteks ini, RUU MHA dapat dilihat sebagai bentuk 

koreksi terhadap arah politik hukum yang selama ini kurang 

memberikan tempat bagi masyarakat adat. Jika RUU ini 

disahkan dan dijalankan dengan komitmen yang tinggi, maka 

dapat menjadi instrumen penting untuk mereformasi tata kelola 

sumber daya alam dan struktur hukum yang lebih adil dan 

partisipatif. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam 

politik hukum nasional bukan hanya penting untuk menjamin 

keberlanjutan budaya dan identitas mereka, tetapi juga untuk 

memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Oleh 

karena itu, diperlukan sinergi antara kehendak politik, dorongan 

masyarakat sipil, dan komitmen negara agar RUU ini benar-
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benar dapat menjadi wujud nyata dari perlindungan dan 

pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di 

Indonesia. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penelitian ini 

merekomendasikan :  

1. Pemerintah dan DPR RI harus menjadikan pengesahan RUU 

MHA sebagai prioritas legislasi nasional untuk memastikan 

perlindungan yang nyata dan menyeluruh bagi MHA, serta 

menutup celah ketidakadilan hukum yang selama ini terjadi. 

Mengingat masih banyak masyarakat hukum adat yang 

kehilangan wilayahnya. 

2. Penting untuk meningkatkan kesadaran politik dengan 

mendorong pemahaman masyarakat umum, aparat hukum, dan 

pembuat kebijakan tentang posisi dan peran MHA, guna 

mengurangi praktik diskriminatif dan kriminalisasi yang kerap 

menimpa komunitas adat. 
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